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TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 4 tahun 2016, tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar
Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal,
maka fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) beralih menjadi
satuan pendidikan nonformal sejenis yang memiliki tugas
dan fungsi penyelenggaraan dan pelayanan program
pendidikan nonformal,

bahwa ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Ponorogo
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, perlu
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II
Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah



Menetapkan

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur &
Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih
Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan
Nonformal;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
kabupaten Ponorogo,

9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 51
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
UPT Sanggar Kegiatan Belajar merupakan Satuan Pendidikan Nonformal
(PNF) sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo
dipimpin oleh Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala
Sanggar Kegiatan Belajar yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) UPT Sanggar Kegiatan Belajar memiliki tugas menyelenggarakan Program
Satuan Pendidikan Nonformal (PNF).

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT
Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi:
a. pelayanan pendidikan nonformal;
b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
masyarakat; dan
c. pelaksanaan administrasi pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 0 1 APR 7016
&
¢BUPATI PONOROGO,
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iundangkan di Ponorog
Pada tanggal ..[.=.Y.7. 30,6 ......

& SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
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